
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 90 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBE TUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

B LAI PENYULUHAN PERTANIAN 
PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERI KANAN 

Menimbang 

Mengin at 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI A I KMALAYA , 

b wa u n tuk mel sa nakan ketentua asal 9 4 ayat (3) 
Pera uran Bupati 39 Tab 202 1 tentang 
Kedu n , Su a saSl, Tugas Fungsi Perangkat 

men etapkan Pe a uran Bupa ti tentang 
unan Organisasi, Tugas dan Fun gsi erta Tata 

IJa . Pel sana Teknis Daerab Balai enyuluhan Pertanian 
pada Dinas Pertanian, Ketabanan Pa ngan, dan Perikanan; 

1. Undan -Undang N m or 14 Tabu 1950 t n tang Pem bentukan 

erah-Daer Kabu aten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Bara t Be ·ta Negara Repu blik I donesia Tahun 1950), 
sebag· ana te ah d iu bah deng Un dang-Un dang Nomor 4 
T hun 1 68 tentan g Pemben tukan Kabupaten Purwakarta 
d Kab paten Subang dengan m en bab Un dang-Undang 

Nom r 14 Ta hun 1950 ten tang Pemben tu kan Daerab-Daerah 

Kabupa en dalam Lingkungan Propin i Djawa Barat 

(L mbar egara Repubf k Indo esia Tabun 1968 Nomor 31 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

2. Undang-Undang N m r 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 
Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubab beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara 



Menetapkan 
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tenta n g Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 187, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik In dones ia Nornor 6402); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nornor 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nornor 3 
Tahun 2016 tentan g Urusan Pernerintahan yang rnenjadi 
Kewenangan Pernerintahan Kabupaten Ta sikrnalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasik rnalaya Tahu n 2016 
Nomor 3); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nornor 7 
Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Ta sikrnalaya 
Tahun 2016 Nornor 7) sebaga irnana telab diubab beberapa 
kali, terakhir dengan Pera turan Daerab Kabupaten 

Tasikrnalaya Nomor 3 Tahun 202 1 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Da erah Kabu paten Tasikmalaya Nomor 7 

Tahun 20 6 ten tang Pembentukan dan Su su nan Perangkat 
Daerah (Lem baran Daerah Ka bu paten Tasikmalaya Tahun 
2021 Nornor 3); 

7 . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nornor 39 Tabun 2021 tentang 
Kedudu ka n , Su sunan Organisasi, Tuga s dan Fungsi 
Perangkat Da erah (Berita Daerah Kabu paten Tasikmalaya 

Tahun 202 1 Nomor 39) ; 
8. Peraturan Bupa ti Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2021 ten tang 

Tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Ketabanan Pangan, dan 
Perikanan (Berita Daerab Kabupaten Tasikrnalaya Tabun 
2021 Nornor 59); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BALAI 
PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN, 
KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasa11 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

3. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten 
Tasikmalaya. 

4 . Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan 
Perikanan Ka bupaten Ta sikmalaya . 

5. Balai Penyuluhan Per tanian yan g selanju tnya disingkat BPP adalah Unit 
Pelaksana Teknis Daerah yang berada di wilayah kecama tan untuk 
melaksanakan kegiatan teknis opera sional penyuluhan pertanian di tingkat 
kecamatan. 

6. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku u tama dan 
pelaku usaha agar mereka tahu dan mampu menolon g dan 
me gorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi 
permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya u ntuk meningkatkan 
produ ktivitas, efisiensi u saha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta 
men ingkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan h idu p. 

7. Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian yan g selanjutnya disin gkat WKBPP 
adalah merupaka n wilayah keIja penyuluh pertanian di tingkat kecamatan. 

8. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingka t WKPP adalah 
merupakan WKPP terkecil. 

9. Kelompok J a batan Fu n gsional adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang 
melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan 

pada keahlian dan/atau keterampilan terten tu yang bersifat mandiri. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini d iben tuk BPP pada Dinas Pertanian, Ketahanan 
Pangan, dan Perikanan Kabu paten Tasikmalaya. 

(2) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. BPP Cipatujah; 

b. BPP Culamega; 
c. BPP Bantarkalong; 
d. BPP Bojongasih; 
e. BPP Cikalong; 
f. BPP Cikatomas; 
g. BPP Pancatengah; 
h. BPP Salopa; 
i. BPP Cibalong; 
j. BPP Parungponteng; 
k. BPP Sukaraja; 



1. BPP Tanjungjaya; 
m. BPP Jatiwaras; 
n. BPP Manonjaya; 
o. BPP Gunungtanjung; 
p. BPP Cineam; 

q. BPP Karangjaya; 

r. BPP Bojonggambir; 
s. BPP Taraju; 
t. BPP Sodonghilir; 
u. BPP Puspahiang; 

v. BPP Salawu; 

w. BPP Singaparna; 
x . BPP Sukarame; 
y . BPP Karangnunggal; 
z. BPP Mangunreja; 

aa. BPP Cigalontang; 
bb. BPP Sariwangi; 

cc. BPP Leuwisari; 

dd. BPP Padakembang; 

ee. BPP Sukaratu; 
ff. BPP Ci ayong; 
gg. BPP Su kahening; 
hh. BPP Rajapolah; 
ii. BPP Jamanis; 

jj . BPP Ciawi; 

kk. BPP Sukaresik; 
11. BPP Pagerageung; dan 

mm. BPP Kad ipa ten . 
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BABIII 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedu dukan 

Pasal3 

(1) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit kerja non 

struktural berada di bawah Dinas. 

(2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Koordinator BPP 
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Koordinator BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Aparatur Sipil 
Negara sebagai pejabat fungsional penyuluh pertanian senior. 

(4) Urusan Ketatausahaan adalah unsur pembantu pimpinan atau Koordinator 

BPP dalam pengelolaan administrasi yang berkedudukan dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Koordinator BPP. 
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Bagian Kedua 
Tugas 

Pasal4 

Dalam menyelenggarakan tugas, BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan kebijakan Daerah bidang penyuluhan dan ataujteknis 
penunjang lainnya pada bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, 
peternakan, pangan, perikanan sarana dan prasarana pertanian serta alat 
mesin pertanian pad a tingkat kecamatan sesuai dengan kewenangan yang 
dilimpahkan oleh Kepala Dinas; 

b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian 
dan perlengkapan; 

c. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan 
program Penyuluhan Pertanian Dinas; 

d. Melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan programa penyuluhan 
pertanian; 

e. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, 
pembiayaan dan pasar; 

f. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan 
pelaku usaha; 

g. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil, 

tenaga harian Ie pas tenaga bantu Penyuluhan, penyuluh pertanian pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja, penyuluh pertanian swadaya dan 
penyuluh pertanian swasta; dan 

h. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan 
mengembangkan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. 

Bagian Ketiga 

Fungsi 

Pasal5 

Dalam menyelenggarakan tugas, BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksana fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha; 
b. Pengupaya kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber 

informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat 

mengembangkan usahanya; 
c. Peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan 

pelaku utama dan pelaku usaha; 
d. Pelaksana peningkatan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap 

kelestarian fungsi lingkungan; 
e. Pemantau pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan 

organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, 

produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan; 
f. Penganalisis dan pemecah masalah serta merespon peluang dan tantangan 

yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha; 
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g. Pelaksana tugas pembantuan dinas di bidang pembinaan dan bimbingan serta 
perencanaan maupun perumusan kebijakan kepenyuluhan; 

h. Pemberi informasi dan saran pertimbangan mengenai perkembangan 

penyuluhan pertanian kepada Kepala Dinas sebagai bahan penetapan 
kebijakan; 

1. Pembina, pengarah, pengawas dan pengendali penyelenggaraan pembinaan, 
bimbingan dan koordinasi dalam penerapan teknologi pertanian serta 
penggunaan alat mesin pertanian di wilayah keIja WKBPP; 

J. Pelaksana koordinasi dengan dinas, badan, kantor, kecamatan dan desa yang 

berkaitan dengan kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, 
peternakan, pangan, perikanan sarana dan prasarana pertanian serta alat 
mesin pertanian sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala 
Dinas; 

k. Pelaksana evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas BPP; 
1. Pelestarian lembaga nilai budaya pembangunan pertanian yang maJu dan 

modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan; 
m. Penyedia data dan informasi pertanian terkini sesuai dengan kebutuhan 

perencanaan pembangunan pertanian di wilayah kerja BPP; 
n. Pelaksanaan penetapan sasaran areal dan produksi pangan strategis nasional 

yang terinci per-wkpp sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh 
pemerintah daerah sekaligus sebagai indikator kinerja penyuluh; 

o. Fasilitasi kelompok tani dalam penyusunan rencana definitif kelompok atau 
rencana definitif kebutuhan kelompok sesuai dengan sasaran yang sudah 
ditetapkan dan kesepakatan kelompok tani; 

p. Percepatan penerapan teknologi spesifik lokasi; 
q. Pelaksanaan BPP sebagai organisasi pembelajaran melalui aktivitas sistem 

keIja latihan dan kunjungan serta supervisi; 
r. Pengembangan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan dalam 

membangun kerjasama dan kemitraan agribisnis dari hulu sampai hilir; 
s. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyuluhan 

pertanian di wilayah kerja WKBPP; dan 
t. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Dinas. 

BABIV 
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal6 

(1) Susunan organisasi dan tata kerja BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

terdiri atas: 
a. Koordinator BPP; 
b. Urusan Ketatausahaan; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas: 

1. Penyuluh Pertanian Urusan Programa; 
2. Penyuluh Pertanian Urusan Sumber Daya; 



7 

3. Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi; dan 

4. Penyuluh Pertanian Wilayah Kerja Penyuluhan. 

(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi BPP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati. 

BABV 
TUGAS, FUNGSI DAN KEPEGAWAIAN 

Bagian Kedua 

Kepegawaian 

Pasal 7 

(1) Koordinator BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas. 

(2) Jabatan Penyuluh Pertanian di lingkungan BPP diangkat dan diberhentikan 

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

BABVI 

RINCIAN TUGAS 

Bagian Kesatu 

Koordinator BPP 

Pasal8 

Dalam menye1enggarakan tugas, Koordinator BPP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal6 ayat (1) mempunyai rincian tugas me1iputi: 
a. Memimpin BPP dan membina penyuluh dalam pelaksanaan tugas yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

b. Menyusun programa Penyuluhan Pertanian tingkat Kecamatan serta 
membimbing penyusunan programa penyuluhan tingkat WKPP; 

c. Me1akukan kerjasama penyuluhan dengan lembaga instansi, atau organisasi 
lainnya sete1ah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas; 

d. Me1aksanakan kegiatan penyuluhan berdasarkan programa Penyuluhan 

Pertanian; dan 
e. Me1aksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Bagian Kedua 
Urusan Ketatausahaan 

Pasal9 

(1) Urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 
mempunyai tugas pokok meliputi: 
a. Melaksanakan pelayanan administratif; 
b. Mengoordinasikan, mengendalikan dalam kegiatan ketatausahaan; 

pengelolaan kepegawaian; 
c. Penyusunan program kerja; 
d. Pengelolaan administrasi umum; 
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e. Perlengkapan; 
f. Kepegawaian; 
g. Dokumentasi; 
h. Penata arsip; 
1. Organisasi dan ketatalaksanaan; 
J. Penyusunan program dan penyusunan akuntansi; dan 
k. Laporan keuangan serta pelayanan administrasi. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, urusan ketatausahaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyusun rencana kerja BPP; 
b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 
c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; 
e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan BPP; 
f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian; 
g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan 

kearsipan; 
h. Melaksanakan pengolahan data tanaman pangan, hortikultura, 

peternakan dan perkebunan; 
1. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja 

BPP; 
J. Melaksanakan hasil pelaporan tugas kepada Koordinator BPP; 
k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan BPP; 

dan 
1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuru. dengan perintah 

Koordinator BPP. 

Bagian Ketiga 
Penyuluh Pertanian Urusan Program a 

Pasal10 

Dalam menyelenggarakan tugas, Penyuluh Pertanian Urusan Programa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 1, mempunyai rindan tugas 
meliputi: 
a. Melakukan identifikasi dan kompilasi permasalahan, serta umpan balik 

penerapan teknologi di WKPP; 
b. Memfasilitasi penyuluh di WKPP dalam mengidentifikasi potensi 

agroekosistem yang meliputi peta wilayah kerja, potensi wilayah kerja 
monografi wilayah kerja, programa desa, dan rencana kerja tahunan penyuluh 
pertanian; 

c. Menyusun rencana kegiatan BPP kecamatan, meliputi penyusunan programa 
Penyuluhan Pertanian, jadwal latihan dan kunjungan kerja supervisi, jadwal 
pertemuan dengan pelaku utama, jadwal pendampingan penyusunan rencana 
definitif kelompok atau rencana definitif kebutuhan kelompok, jadwal 
menyiapkan dan menyebarkan materi Penyuluhan Pertanian, jadwal 
monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Penyuluhan Pertanian; 



9 

d. Mengoordinasikan, mempersiapkan dan menyusun program a Penyuluhan 
Pertanian kecamatan dan desa, meliputi penyelenggaraan rembug tani, 
mimbar saresehan dan pengesahan programa; 

e. Menyusun penyebarluasan informasi agribisnis dan teknologi spesifik lokasi 
dan kebijakan komoditas pangan strategis nasional, pelestarian lingkungan, 
permodalan, pemasaran dan sarana produksi; 

f. Menyusun jadwal penerapan metode Penyuluhan Pertanian; dan 
g. Monitoring dan mengevaluasi Program Penyuluhan Pertanian. 

Bagian Keempat 
Penyuluh Pertanian Sumber Daya 

Pasal 11 

(1) Dalam menyelenggarakan tugas, Penyuluh Pertanian Urusan Sumber Daya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2, mempunyai rincian 
tugas meliputi: 
a. Menyusun kegiatan pengembangan komoditas unggulan meliputi: 

1. Potensi komoditas unggulan; 
2. Data pasar komoditas unggulan; 
3. Data sumber daya manusia yang menangani komoditas unggulan; 
4. Data sumber daya manusia potensial pengembangan komoditas 

unggulan; 
5. Data kebutuhan teknologi komoditas unggulan; 
6. Data prasarana dan sarana komoditas unggulan; 
7. Data sumber permodalan dalam pengembangan komoditas unggulan; 

dan 
8. Kebijakan dari pengembangan komoditas unggulan; 

b. Menumbuhkembangkan, pemberdayaan, penguatan kelembagaan pelaku 
utama dan pelaku usaha; 

c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan 
Penyuluhan Pertanian; 

d. Melaksanakan konsultasi dengan sumber teknologi terkait dengan 
pengembangan komoditas yang dikelola para pelaku utama dan pelaku 
usaha di WKBPP; 

e. Mempersiapkan penerapan metode dan penyusunan materi Penyuluhan 
Pertanian sesuai kebutuhan; 

f. Menyusun rencana optirnalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang 
mencakup identifikasi data penggunaan lahan, teknologi yang di 
butuhkan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, biaya dan 
sumber pembiayaannya; 

g. Menumbuhkembangkan jejaring kerjasama antar kelembagaan pelaku 
utama dan pelaku usaha; dan 

h. Memfasilitasi peningkatan kompetensi penyuluh pertanian. 
(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a . Kelompok tani; 
b. Gabungan kelompok tani; 
c. Lembaga ekonomi petani; dan 
d. Organisasi pelaku utama danl atau pelaku usaha. 
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Bagian Kelima 
Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi 

Pasal12 

Dalam menyelenggarakan tugas, Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 3, mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Memantau pelaksanaan penyusunan programa penyuluhan WKPP; 
b . Memantau realisasi penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian 

di WKPP; 
c. Memantau pelaksanaan pendampingan penyusunan rencana definitif 

kelompok a tau rencana definitif kebu tuhan kelompok d i setiap WKPP; 
d. Mem a n tau pelaksanaan pendampin gan penerapan teknologi spesifik lokasi di 

WKPP; 
e. Mem antau efektivitas pelaksanaa n sis tem keIja latihan dan kunjungan keIja 

sup ervlsl; 
f. Memantau efektivitas, manfaat dan da mpak penyebaran teknologi pertanian di 

WKPP; 
g. Mem antau perkembangan penera pan rekomendasi teknologi pertanian di 

WKPP; 
h. Mem a n ta u realisasi pendampinga n p enyusunan rencana definitif kelompok 

atau ren cana definitif kebutuhan kelom pok di WKPP; 
1. Mem antau dan menginventarisasi masalah yang dih adapi oleh para penyuluh 

di WKPP; dan 
J. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian oleh para 

penyuluh pertanian di WKPP meliputi: 
1. Penyusun an program; 
2. Ren cana keIja penyuluh; 
3. Penera pan metode; 
4. Penyediaan dan penyebaran in form asi; 
5. Penera pan rekom endasi; 
6. Pembiayaan; dan 
7. Penyampaian la poran pelaksanaan penyulu h a n. 

Bagian Keenam 
Penyuluh Pertanian Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian 

Pasal 13 

Dalam menyelenggarakan tugas, Penyuluh Pertanian Wilayah KeIja Penyuluhan 
Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 4 mempunyai 
rincian tugas meliputi: 
a. Membuat data potensi wilayah dan agroekosistem; 
b. Memberikan bimbingan penyusunan rencana definitif kelompok atau rencana 

definitif kebutuhan kelompok kepada kelompok tani dan gabungan kelompok 

tani di wilayah kerjanya; 
c. Menyusun programa Penyuluhan Pertanian; 
d. Membuat rencana kerja tahunan penyuluh pertanian; 
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e. Melaksanakan desiminasi teknologi, penyebaran materi Penyuluhan Pertanian 
sesuai dengan kebutuhan petani; 

f. Melaksanakan metoda penyuluhan di wkpp dalam bentuk kunjungan atau 

tatap muka, temu lapang, temu wieara, temu teknis, temu karya, temu usaha, 
kursus tani, serta metoda penyuluhan lainnya; 

g. Mereneanakan, mengolah, menganalisis dan merumuskan hasil menerapan 
metoda Penyuluhan Pertanian di WKPP; 

h . Meningkatkan kapasitas petani terhadap akses informasi dalam 
mengembangkan usaha taninya; 

1. Menumbuhkembangkan kelembagaan petani; dan 

J. Mengiku ti kegiatan workshop, sem inar, m agang, s tudy banding, loka karya 
dalam rangka pengembangan profesi. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Bagia n Kesatu 

Um um 

Pa sa1 14 

(1) Koordin ator BPP dan petugas lain dalam melaksanakan tugasnya wajib 
menyelenggarakan koordinasi den ga n instansi yang seeara fu ngsional 
mem ilik i h ubungan kerja. 

(2) Koordin ator BPP dan petugas lain nya sebagaimana d im aksu d pada ayat (1) 

dalam melaksanakan tu gasnya h arus menyelen ggarakan koordin asi dengan 
instansi yang bersifat struktu ral. 

(3) Setiap satuan organisasi dalam m elaksanakan tugasnya wajib menerapkan 
prins ip koord inasi, integrasi dan s in kron isasi baik d i setiap lingkun gan satuan 
organlsa sl m aupu n antar satuan organisa si. 

Pasal15 

(1) Koordinator BPP dan petu gas lainnya wajib m en getahu i dan m ematuhi semua 
petunjuk yang berkaitan den gan tugas serta wewenangnya dan 
bertanggungjawab k epada Kepala Dinas serta membuat dan menyampaikan 
laporan seeara berkala, akurat dan tepat waktu , baik laporan kinerja BPP dan 

pegawainya maupun laporan terten tu sesuru dengan peraturan dan 

perundang-undangan. 
(2) Koordinator BPP sebagaimana d imaksud pada ayat (1) bertanggungjawab 

untuk memimpin, mengkoordinasi, memberi petunjuk dan arahan kepada 
penyuluh dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 

(3) Koordinator BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membina dan 
mengawasi penyuluh di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan 
apabila terjadi penyimpangan, agar segera melakukan pembinaan dan 
tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Kedua 
Pelaporan 

Pasal16 

(1) Koordinator BPP harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas 

pokoknya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas. 
(2) Setiap pegawai di lingkungan BPP harus mengikuti dan mematuhi petunjuk 

dan bertanggung jawab kepada Koordinator BPP serta menyampaikan laporan 
tepat pada waktunya. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan lapora n lebih lanju t . 

(4) Keten tuan mengenai laporan sebaga iman a d im aksud pada ayat (3) 
d ilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

BAB VII 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 17 

(1) Kelom pok J abatan Fungsion al mem pu nyai tuga s pokok dan fungsi m elakukan 
kegia tan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan. 

(2) Kelom pok J abatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dipimpin 
oleh seorang tenaga fungsional selaku ketu a kelompok yang berada dan 

bertanggung jawab langsung kepada Koordinator BPP. 

(3) Kelom pok J abatan Fungsional sebagaimana dimaksud pad a aya t (1) dapat 
dibagi ke dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan setiap sub 
dipim pin oleh tenaga fu n gsional. 

(4) Jumla h tenaga fungsion al ditentuka n berdasarkan sifa t , jenis dan beban keIja 
yang a da. 

(5) Pembin aan terhada p ten aga fun gsional dilakukan sesuai d en gan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 18 

Pembiayaan BPP dibebankan pada Anggara n Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang diusulkan melalui Dinas. 

BABIX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati Inl, pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 

ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 
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BABX 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal20 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 121 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian, 
Pangan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pa sal2 

Hal-hal yang belum cuku p d iatur dalam Peratu ran Bupati ini, aka n diatur dan 
ditetapka n dalam peraturan tersendiri kecuali ya n g menyan gku t teknis 
pelaksa n aannya akan diatur dan ditetapka n oleh Kepala Dinas. 

Pasa1 22 

Peratura n Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setia p orang mengetahu inya, memerintahkan pengundangan Pera turan 
Bupati in i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diun dangkan di Singa arna 

pada tanggal 4 0 rtober ~02 1 

Ditetapkan di Singaparna 

pada t~a14 0 e r 2021 
..,,-::;:;; -

" 
MALAYA, 

TO 
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